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ABSTRAK 

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok yang digunakan oleh semua 

manusia semenjak lahir. Pakaian pada umumnya digunakan untuk melindungi diri 

dari keadaan, seperti panasnya matahari ataupun hujan yang dapat menyebabkan 

penyakit bagi manusia. Dengan adanya pakaian, manusia dapat beraktivitas 

dengan lebih leluasa tanpa harus memikirkan berbagai penyakit yang akan 

diderita. Akan Tetapi, meskipun memiliki fungsi untuk melindungi, banyak 

pakaian terbuat dari bahan yang tidak cocok pada kulit sehingga dapat 

menimbulkan penyakit pada kulit. 

Berbicara mengenai penyakit, bayi sebagai anak yang belum lama lahir sangat 

rentan terhadap penyakit yang menyebabkan kematian. Maka dari itu, pakaian 

yang digunakan oleh bayi harus memiliki standar yang jelas. Di Indonesia 

pengaturan mengenai standar pakaian bayi diatur dalam Peraturan Menteri 

Perindustrian No. 07/M-IND/PER/2/2014 dan Peraturan Menteri Perindustrian 

No. 97/M-IND/PER/11/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam 

Terestraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.  

Dengan adanya peraturan tersebut, terdapat kewajiban dari pelaku usaha untuk 

menjual pakaian bayi sesuai dengan standar yang berlaku. Dapat dilihat dalam 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

yang selanjutnya disebut UUPK. Dalam UUPK secara khusus mengatur tentang 

kewajiban dari pelaku usaha terutama dalam Pasal 7 huruf d UUPK yang 

mengatur mengenai kewajiban pelaku usasha untuk menjamin mutu barang 

dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan 

standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 

Tetapi meskipun begitu, masi terdapat pelaku usaha yang tidak mematuhi 

peraturan tersebut dan apabila produk yang di jual oleh pelaku usaha 

menyebabkan bayi terkena penyakit maka pelaku usaha harus bertanggung jawab 

kepada orang tua bayi yang merupakan konsumen dari pakaian bayi tersebut. 

Selain itu apakah peraturan mengenai pakaian bayi yang telah ada di Indonesia 

sudah mencukupi dalam memberikan perlindungan kepada konsumen pakaian 

bayi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Secara umum, dapat diketahui bahwa kebutuhan pokok manusia terbagi 

menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sandang, pangan, dan papan, di mana dalam 

perkembangannya, sandang sebagai salah satu kebutuhan pokok memiliki 

kriteria dan klasifikasi tertentu yang harus dipenuhi guna mendapatkan fungsi 

serta manfaat yang tepat bagi manusia. 

Sandang atau yang biasanya disebut pakaian digunakan oleh manusia dari 

sejak lahir. Pada awalnya, pakaian lebih berfungsi sebagai pelindung tubuh 

manusia dari panasnya siang dan dinginnya malam, bahkan pelindung tubuh 

dari segala kotoran. Namun seiring perkembangan zaman, pakaian yang 

memiliki fungsi utama untuk melindungi tubuh juga harus dibuat dengan 

bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi tubuh atau kulit manusia.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah globalisasi. 

Menurut International Monetary Fund (IMF), globalisasi berarti 

meningkatnya saling ketergantungan ekonomi antara negara-negara di dunia 

yang ditandai oleh meningkat dan beragamnya transaksi barang dan jasa lintas 

negara dan penyebaran teknologi yang meluas dan cepat. Perdagangan antar 

negara atau perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting 

dalam meningkatkan kemajuaan ekonomi negara-negara di dunia. Menurut 

sejumlah ahli, jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yang 

berubah seperti sekarang, maka perdagangan harus memainkan peranan yang 

vital.1 

Dengan semakin berkembangnya perdagangan internasional, tentu dibutuhkan 

pengaturan mengenai standarisasi dari setiap barang demi melindungi 

masyarakat sebagai konsumen dari produk yang tersebar di negaranya. Pada 

                                                             
1 Hata, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan 

Non Hukum, Refika Aditama, Bandung: 2006, hlm.1 
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umumnya, setiap negara memiliki standar tertentu untuk berbagai jenis produk 

yang dipasarkan di negaranya. Adanya standar tersebut menjadi sebuah 

jaminan bagi konsumen bahwa produk yang dibeli terjaga kualitas dan 

keamanannya. Oleh sebab itu, produk yang baik untuk digunakan ialah produk 

yang telah melewati proses standarisasi berdasarkan ketentuan dari 

Pemerintah. Di Indonesia sendiri, berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-

Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian 

(selanjutnya disingkat dengan UU SPK), standarisasi adalah  

“proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, 

memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan 

secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.” 

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 UU SPK, standarisasi bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, 

persaingan usaha yang sehat dan transparansi dalam perdagangan, 

kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan 

inovasi teknologi.  

b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga 

kerja dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek 

keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi 

lingkungan hidup, dan  

c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi 

perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri. 

Indonesia memerlukan standar nasional dengan mutu yang semakin meningkat 

dan dapat memenuhi persyaratan nasional untuk menunjang tercapainya 

tujuan strategis, antara lain peningkatan ekspor barang dan/atau jasa; 

peningkatan daya saing barang dan/atau jasa; serta peningkatan efisiensi 

nasional dan menunjang program keterkaitan sektor ekonomi dengan berbagai 

sektor lainnya. Untuk itu, sistem standarisasi nasional yang merupakan tatanan 
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jaringan sarana dan kegiatan standarisasi yang serasi, selaras dan terpadu, 

serta berwawasan nasional dan internasional sangat diperlukan.2 

Selain itu, apabila melihat dari sisi manfaat standarisasi, manfaatnya dapat 

dibagi menjadi dua bagian. Pertama, standarisasi bagi konsumen berguna agar 

konsumen mendapatkan produk yang berkualitas. Adanya standarisasi akan 

membantu konsumen terbebas dari produk yang berbahaya bagi keselamatan 

hidup, kesehatan, ataupun lingkungan. Standarisasi juga membuat konsumen 

dapat menikmati barang yang sesuai antara harga dan kualitasnya.3 

Manfaat kedua standarisasi adalah bagi pelaku usaha. Dengan adanya 

standarisasi, pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen 

terhadap suatu barang yang aman dan berkualitas. Selain itu, pelaku usaha 

juga akan berupaya untuk lebih inovatif dalam menawarkan produknya agar 

konsumen membeli barang yang diproduksi olehnya. Dengan adanya keadaan 

tersebut, tentunya dapat meningkatkan daya saing dari produk yang 

dikeluarkan oleh pelaku usaha itu sendiri.  

Di Indonesia, Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi satu-satunya 

instrumen yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku secara 

nasional di wilayah hukum Republik Indonesia, atas produk-produk yang 

diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia.  

Pengertian mengenai SNI adalah dokumen berisi ketentuan teknis dari suatu 

kegiatan yang hasilnya dirumuskan secara konsensus (untuk menjamin agar 

suatu standar merupakan kesepakatan pihak yang berkepentingan) dan 

ditetapkan (berlaku di seluruh wilayah nasional) oleh Badan Standarisasi 

Nasional (BSN) untuk dipergunakan oleh seluruh pemangku kepentingan 

                                                             
2 Jur Udin Silalahi, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam 

Negeri, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, hlm.53. 
3 Gabriel Sujayanto, Apa Perlunya SNI dan Apa Manfaatnya?, 

lhttps://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7147/Apa-Perlunya-SNI-dan-Apa-Manfaatnya-, 

diakses hari Selasa 11 Februari 2020 pukul 18.20 WIB. 

https://www.merdeka.com/uang/inilah-tanggapan-garuda-indonesia-dituntut-rp-100-karena-tv-di-kursi-rusak.html
https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7147/Apa-Perlunya-SNI-dan-Apa-Manfaatnya-
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dengan tujuan untuk mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks 

keperluan tertentu.4 

Secara garis besar, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 

tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, terdapat SNI 

yang bersifat sukarela dan wajib untuk ditetapkan oleh pelaku usaha. Dalam 

hal ini, sukarela menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dengan 

kemauan sendiri (tidak karena diwajibkan). Selain itu, yang dimaksud dengan 

wajib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harus dilakukan atau 

tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). SNI yang bersifat wajib, diatur 

dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang 

Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional yang berbunyi:  

“Pemberlakuan SNI secara wajib dilakukan oleh menteri dan/atau kepala 

lembaga pemerintah nonkementerian dengan mempertimbangkan: 

a. keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi 

lingkungan hidup; 

b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; 

c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; 

d. kesiapan infrastruktur LPK; 

e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal; 

dan/atau 

f. kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 

 

Salah satu SNI wajib yang berlaku di Indonesia adalah mengenai penerapan 

SNI wajib yang bernomor 7617:2013 tentang persyaratan zat warna Azo, 

kadar Formaldehida, dan kadar logam terekstraksi pada kain untuk pakaian 

bayi. Zat tersebut dilarang karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan 

seperti timbulnya iritasi pada kulit, sifat mutagenik, serta sifat karsinogenik 

                                                             
4 Pupung Faisal, URGENSI IMPLEMENTASI SNI PRODUK/BARANG DALAM RANGKA 

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, 

http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive, diakses Hari Selasa 18 Februari 

2020, pukul 21.42 

http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive
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yang mengandung unsur racun yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan 

bayi5. 

Pengertian mengenai pakaian bayi dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (3) 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar 

Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi 

yang berbunyi: 

“Pakaian, yang langsung bersentuhan dengan kulit, terbuat dari kain tenun 

dan kain rajut dari berbagai jenis serat dan campuran serat yang digunakan 

untuk bayi sampai usia 36 bulan.” 

Pada bayi yang baru lahir hingga usianya 36 bulan, tentu belum memiliki daya 

tahan tubuh yang setara dengan orang dewasa. Mereka lebih rentan terkena 

penyakit, salah satunya sepert iritasi atau ruam pada kulit yang disebabkan 

oleh bahan dari pakaiannya. Oleh sebab itu, pakaian yang diproduksi bagi bayi 

diwajibkan memiliki SNI agar kualitasnya terjaga dan aman. Keadaan ini 

dapat berbeda dengan orang dewasa yang sebenarnya juga memiliki ketentuan 

mengenai SNI, tetapi bukanlah termasuk ke dalam daftar SNI wajib.  

Semakin bertambahnya jumlah bayi yang akan lahir di Indonesia, dapat 

menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha di 

bidang produk pakaian bayi. Terlebih, apabila melihat Laju Pertumbuhan 

Penduduk (LPP) Indonesia hingga akhir 2018, LPP Indonesia berada di posisi 

1,39%, yang berarti setiap tahun ada 4,2 juta sampai hampir 4,8 juta bayi baru 

lahir di Indonesia6. Hal ini membuat para pelaku usaha berlomba-lomba untuk 

memproduksi pakaian bayi yang menarik perhatian konsumennya. Selain 

desain pakaian, para pelaku usaha juga memproduksi berbagai ukuran pakaian 

sesuai dengan usia bayi.  

                                                             
   5 Humas BSN, Lindungi Bayi Dengan SNI 7617:2013, 

https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7911, diakses hari Rabu 12 Februari 2020 pukul 

19.32 WIB. 
6 Dina Manafe, BKKBN: 4,8 Juta Bayi Lahir Tiap Tahun, 

https://www.beritasatu.com/kesehatan/536962/bkkbn-48-juta-bayi-lahir-tiap-tahun, diakses 

hari Rabu 12 Februari 2020 pukul 20.02 WIB. 

https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7911
https://www.beritasatu.com/kesehatan/536962/bkkbn-48-juta-bayi-lahir-tiap-tahun
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SNI pakaian bayi sendiri dapat dilakukan dengan melakukan pendaftaran 

terhadap produk pakaian bayi yang akan dijual. Pendaftaran tersebut akan 

menghasilkan sertifikat. Dalam pasal 1 angka 1  Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar 

Logam Terekstraksi pada Kain Untuk Pakaian Bayi, Sertifikat Produk 

Penggunaan Tanda SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang 

dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu 

menghasilkan pakaian bayi sesuai persyaratan SNI.  

Akan tetapi, meskipun sudah terdapat peraturan mengenai SNI wajib pakaian 

bayi, tidak dapat dipungkiri masih terdapat para pelaku usaha yang menjual 

pakaian bayi yang tidak mencantumkan label SNI ataupun memiliki label SNI 

tetapi tidak memenuhi standar SNI. Pengertian dari tidak mencantumkan label 

SNI adalah pelaku usaha secara sadar menjual pakaian bayi tanpa ada 

pendaftaran dan pencantuman label SNI sama sekali dan pengertian dari 

memiliki label SNI tetapi tidak sesuai standar SNI adalah pelaku usaha 

memiliki label SNI tetapi label tersebut tidak sesuai atau palsu. Dengan 

adanya keadaan ini dapat merugikan pihak konsumen, hingga dapat 

berdampak buruk bagi kesehatan, terutama pada bayi. Untuk memperjelas 

permasalahan yang akan dibahas, penulis mengambil contoh dari beberapa 

produk yang dijual di salah satu pasar di daerah kota Bandung. Dari empat 

toko grosir pakaian bayi yang penulis datangi, semua toko masih menjual 

pakaian bayi yang tidak memiliki label SNI, baik untuk barang lokal maupun 

barang impor. 

Contoh lainnya terdapat di Aceh. Berdasarkan data yang di ambil dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama dengan Yayasan 

Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), terdapat fakta bahwa dari 7 (tujuh) 

penjual pakaian bayi, 5 (lima) pelaku usaha mengaku semua pakaian bayi 

yang dijual di toko mereka belum ber-SNI karena mereka berpendapat bahwa 

produk-produk pakaian bayi yang digunakan sehari-hari tidak harus ber-SNI. 
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Sedangkan, 2 (dua) diantaranya sudah menjual pakaian bayi yang yang ber-

SNI7. 

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa SNI memiliki hubungan yang 

erat dengan konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(selanjutnya disingkat dengan UUPK), pengertian dari konsumen adalah :  

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” 

Pasal di atas menjelaskan bahwa konsumen adalah orang yang memakai 

barang dan/atau jasa yang di mana dalam penelitian ini, bayi dapat dikatakan 

sebagai konsumen karena bayi adalah orang yang menggunakan pakaian bayi 

tersebut dan sehingga bayi juga dilindungi oleh UUPK.  

Selain itu, konsumen tidak hanya terdiri dari pemakai barang dan/atau jasa, 

namun pembeli dari barang dan/atau jasa juga dapat dikatakan sebagai 

konsumen. Apabila dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis, pembeli pakaian bayi sebagian besar adalah orang tua dari bayi, dan 

apabila terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen, maka dalam penelitian 

ini yang dimaksud dengan konsumen adalah orang tua atau wali dari bayi.  

Agar memperjelas pengertian mengenai konsumen dalam penelitian ini, kita 

dapat melihat ketika terjadinya proses jual-beli antara pelaku usaha dengan 

konsumen. Tentu telah terjadi sebuah perjanjian yang menghasilkan 

kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1320 

KUHPerdata, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kecakapan para pihak 

untuk membuat perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1329 KUH Perdata 

menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap. Di satu sisi, Pasal 1330 KUH 

Perdata memberikan pengecualian dari kecakapan, di mana salah satu 

pengecualian tersebut adalah anak yang belum dewasa.  Berdasarkan Pasal 47 

                                                             
7 Nining Aja Liza Wahyuni, Perlindungan Konsumen Pakaian Bayi Tidak Berstandar Nasional 

Indonesia di Kota Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.2, Desember 2020, 

hlm. 216. 
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dan 50 UU No. 1 Tahun 1974, kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak 

berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun yang 

berlaku baik bagi wanita maupun pria. Selanjutnya, Pasal 330 KUH Perdata 

yang berbicara tentang batas usia dewasa diganti dengan dikeluarkannya 

Putusan Mahkamah Agung  No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976, yang 

menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No 1 Tahun 1974, maka batas 

seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan lagi 

21 tahun. 

Dengan adanya penjelasan tersebut, bayi tidak termasuk ke dalam bagian dari 

orang yang cakap untuk melakukan suatu perjanjian dan apabila terjadi 

kerugian yang diderita oleh konsumen, yang dapat dikatakan sebagai 

konsumen adalah orang tua atau wali dari bayi tersebut dan bukanlah bayi 

tersebut.  

Selanjutnya, pada Pasal 4 UUPK dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak 

atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa. Dengan adanya hak tersebut, tentu terdapat kewajiban yang 

dimiliki oleh pelaku usaha sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 butir d dan f 

UUPK yang berbunyi: 

“d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku; 

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan;” 

Berdasarkan pasal di atas, dapat dilihat bahwa pelaku usaha memiliki 

kewajiban untuk menjamin mutu barang yang dijual, diproduksi, dan diimpor 

adalah barang yang aman untuk dikonsumsi. Selain itu, pelaku usaha memilki 

kewajiban untuk bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang diderita 

oleh konsumen akibat penggunaan dari barang yang diperdagangkan.  

Apabila dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (1) butir a UUPK, dikatakan bahwa 

pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 
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dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 8 ayat (1) butir a UUPK tersebut semakin mempertegas isi dari Pasal 7 

butir d UUPK yang menyatakan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk 

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku. Dalam penelitian ini, standar yang dipersyaratkan adalah 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 tentang 

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, 

Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian 

Bayi Secara Wajib dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 97/M-

IND/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar 

Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib. Dengan 

adanya standar ini, diharapkan dapat melindungi konsumen yang akan 

membeli pakaian bayi. Selain itu, standar ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran kepada pelaku usaha mengenai pakaian bayi yang dapat dijual, dan 

apabila terjadi pelanggaran, maka pelaku usaha dapat diminta 

pertanggungjawaban.  

Berdasarkan permasalahan mengenai pakaian bayi tidak ber-SNI yang telah 

dipaparkan, penulis ingin mengkaji mengenai tanggung jawab pelaku usaha 

pakaian bayi kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat tidak 

terpenuhinya haknya sebagai konsumen pakaian bayi. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi konsumen dari 

perilaku pelaku usaha yang tidak mau bertanggungjawab.  
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1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pakaian bayi tidak ber-SNI 

terhadap konsumen pakaian bayi berdasarkan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen? 

2. Apakah peraturan yang sudah ada telah menjamin hak konsumen 

pakaian bayi untuk mendapatkan pertanggungjawaban yang sesuai dari 

pelaku usaha pakaian bayi? 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melakukan analisis mengenai 

bagaimana pertangunggjawaban pelaku usaha kepada konsumen dalam hal 

melakukan perlindungan konsumen yang membeli pakaian bayi tidak ber-

SNI, di mana hak yang dimiliki oleh konsumen yaitu hak atas kenyamanan, 

keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

tidak dipenuhi oleh pelaku usaha pakaian bayi. Selanjutnya yaitu untuk 

mengetahui apakah peraturan yang ada telah menjamin hak yang dimiliki 

oleh konsumen pakaian bayi dapat berjalan secara efektif untuk melindungi 

hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen. 

 

1.4. Metode Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini akan 

meggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka.8 

                                                             
8  Soerjono Soekanto, et.al, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: 

Raja Grafindo Perkasa, 2009, Cetakan ke – 11, hlm. 13-14 
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Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto mencakup lima hal, 

yaitu:9 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum. 

b. Penelitian terhadap sistematika hukum. 

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal 

maupun horisontal. 

d. Penelitian terhadap perbandingan hukum. 

e. Penelitian terhadap sejarah hukum. 

Dari kelima jenis penelitian normatif di atas, penulis akan melakukan 

penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf 

sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal.  

Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sumber 

hukum sekunder. Sumber hukum primer yang dimaksud adalah Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 

tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar 

Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian 

Bayi Secara Wajib, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 97/M-

IND/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan 

Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib. 

Selanjutnya, hukum sekunder yang dimaksud ialah berupa literatur-literatur 

yang relevan dengan pembahasan. Selain itu, bisa dibahas dari bahan 

hukum tersier, yang berguna untuk menjelaskan dan memperkuat 

penjelasan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu, 

seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia. 

                                                             
9  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, 1984, hlm. 15. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

1.5.1. BAB I – PENDAHULUAN 

Pada bagian ini, penulis membagi menjadi lima sub bab, yaitu latar 

belakang terkait tanggung jawab pelaku usaha, mulai dari pelaku 

usaha yang menjual, mengimpor, dan memproduksi, identifikasi 

masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika 

penulisan.  

 

1.5.2. BAB II – TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA   

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan teori-teori yang dapat 

menunjang penulisan ini, mulai dari definisi konsumen, 

perlindungan konsumen, pelaku usaha, tanggung jawab, subjek, 

serta objek dalam UUPK.  

 

1.5.3. BAB III – TINJAUAN UMUM PAKAIAN BAYI 

BERDASARKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 

Pada bagian ini, penulis mejelaskan secara mendalam mengenai 

permasalahan yang penulis angkat. Selanjutnya, permasalahan 

tersebut penulis kaitkan dengan teori, peraturan, dan literatur yang 

relevan dengan kasus penulis.  

 

1.5.4. BAB IV – ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU 

USAHA PAKAIAN BAYI YANG TIDAK SESUAI DENGAN 

STANDAR NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 

Pada bagian ini, penulis akan mengaitkan rumusan masalah yang 

penulis miliki dengan pembahasan masalah yang sudah dibuat. 
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Setelah penulis mengaitkan rumusan masalah tersebut, Penulis 

akan menganalisa bagaimana penyelesaian dari masalah 

berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

 

1.5.5. BAB V – PENUTUP 

Pada bagian penutup, penulis memaparkan kesimpulan dari 

masalah yang penulis angkat. Kesimpulan tersebut penulis 

dapatkan dari analisis yang penulis lakukan. Segala bentuk 

kesimpulan yang penulis paparkan merupakan kesimpulan yang 

melalui analasis akademik berdasarkan sumber yang terpercaya. 

Selain itu juga, pada bagian ini penulis menuliskan saran yang 

berguna untuk perubahan ke arah yang lebih baik.   
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